Pemerintah Godok
Aturan TV Digital

JAKARTA - Pemerintah
berencana melakukan uji coba
migras dari televis (TV) ana-
log ke TV digital pada 2008.
Pemerintah sedang menggo-
dok revis aturan izin stasiun
penyiaran di Indonesia yang
selama ini menggunakan
sstem andog ke digital.

Menteri Komunikasi dan
Informas Mohammad Nuh me-
ngatakan, prosss migras Ssem
TV andog ke digitd diharapkan
rampung pada 2010. "Saat ini
kami sedang mempersiapkan
new lisencepolicy, salah satunya
pemilahan infrastruktur de-
ngan services dan content” ujar
Nuh kepada wartawan di Ja-
karta, Senin (25/2).

Sebagai  konsekwensinya,
lanjut Nuh, Depkominfo akan
melakukan penataan fungs
atau perubahan. Ditjen Pogd,
nanti akan menangani khusus
measalah infrastruktur pos dan
telekomunikasi, sedangkan
Ditjen Sarana Komunikas dan
Desminas Informas (SKDI)
khusus bida(}gl_koEtm. Peg&
taan interen di lingku e
kominfo cenderung Iehnﬂ?nudm
dilaksanakan karena hanya
sebatas pemisahan fungs sga

Nuh mengatakan, sampal s
karang Indonesia masih meng-
gunakan Ssem TV andlog. Pa
da sgem andog, penggunaan
satu kana frekuend biasanya
hanya bisa dipakai satu pro-
gram. Sedangkan dengan
menggunakan ssem TV digi-
tal, satu kanal frekuens bisa
dipergunakan untuk 813 pro-
gram. D demikian, sstem'’
TV digitd ini sangat efigen.

Meski demikian, lanjut Nuh,
ada kanal frekuens yang ko-
song atau ditinggalkan akibat
proses migras ke digital ter-
sebut. Oleh karena itu, dia
mengkhawatirkan, migras da-
r sisem TV digita itu akan
menyebabkan penguasaan oleh
satu kdompok bisnis tertentu.

Nuh mengatakan, sebenar-
nya kana frekuens yang ko-
0ng tersebut bisa dimanfaat-
kan pemerintah untuk
alokasikan spektrum baru.

Misanya, untuk kegiatan pe-
nyiaran khusus edukas, e-gov-
ernment, Een_tigembmgaﬁ usa
hamikro, kecil, dan menengah
(UMKM) atau konten siaran
khusus mengenai pemberda
yaan sodd atau pemberdaya
an perempuan.

"Nantinyasaat migras ketv
digital akan terjadi diversfi-
kas konten dan program. Ne-
mun yang kami inginkan da-
lam setiap perubahan regulas
harus menzentuh kepentingan
industri lokal, public services
dan operator,” jelas Nuh.

Dalam kesempatan terse-
but, Dirjen SKDI Freddy H
Tulung mengatakan, Depko-
minfo masih konsentras pada
regulas baru tentang penyiar-
an (tv digita). Regulas baru
tersebut mencakup pengatur-
an perizinan, kelembagaan
dan sosialisas. Kebijakan ter-
sebut direncanakan segera
dibahas karena pada 2007,
permohonan izin baru siaran
tv sudah menumpuk, yaitu
300 untuk stasiun televis dan
2.200 untuk radio.

Tentunya, permohonan izin
baru tersebut tidak bisadiberi-
kan. Alasannya adalah hila
Indonesia tetap menggunakan
gstem andog, tidak ada lagi
kanal yang tersisa

Olen karena itu, arah kebi-
jakan ke depan adaah pemi-
sahan antaracontent provider
(penyediakonten) dan network
provider (penyedia jaringan
infrastruktur). Sedangkan
regulasi mengenai kana fre-
kuens yang kosong, pemerin-
tah berencana menerapkan
pola konsorsum atau lelang.
Meski demikian, hal itu mas
sebatas wacana sda karena
Eemeri ntah terus melihat per-

embangan telekomunikas.

"Yang pasti, pemerintah ha
nyamengatur S regulasinya
Selama setahun ini, kami
akan konsentras: melakukan
Uji coba secara teknis karena
tahun 2010 direncanakan mi-
gras tv digital sudah bisa di-
implementasikan,”  jelas
Freddy, (sal)



